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Dalam rangka mewu judkan tertib administrasi dan pcmmnfuatan
barang milik/kekayaan Negara cebagai penjabaran pasal 13
Keppres Nomor 16 Tahun 1994 perlu disusun suatu pedoman vang
baku mengenail- tata cara Penghapusan dan pemanfaatan barang
milik/kekayasan Negara bagli semua Departemen/hembaga.

Tata Cara Penghapusan dan pemanfaatan barang milik/
kekavaan Negara ditetapkan dengan maksud agarl terdapat
prosedur yansg baku bagl seluruh Departemen/bembagé dalam
rangka pengelolaan barang milik/kekayaal Negara sehingga
tercipta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi daleam
pelaksanaan penghapusan dan pemanfaatan barrang milik/
kekayaan Negara.

Tujuan ditetapkannyn pedoman ini adalah

" a) Menertibkan pelaksanaan penghapusan barang milik/kekayaan
Negara dan t.indak lanjutnya.

b) Mewujudkan kesamaan persepsi dan langkab dalam pengadmi-
nistrasian penghapusan dan tindak lanjutnya.

c) Mewu judkan efisiensi dan elfektifitas dalam pemanfaatan
barang milik/kekayasan Negara secars optimal oleh setiaPp
Departemen/bembaga.

Il
v

d) Menetaplkan suatu landasan umum dalam rangka penﬁhapusan

dan pemanfaatan barang milik/kekayaan Negara;, gsecual

dengan ketentuan peraturan perundang—undang&n yang
berlaku.

TRASE-KH ARS-1 l
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Barang Milik/Kekayaan Negara adalah barang bergerak/
barang tidak bergerak vang dimiliki/dikuasai oleh
Instansi Pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta
Perolehan lain yang sah. Dalam hubungan ini tidak
termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan (yang dikelola
BUMN) dan kekayaan Pemerintah Daerah.

Barang adalah bagian dari kekayaan Negara vang merupakan
satuan tertentu yang dapat dihitung/diukur/ditimbang dan
dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga.

Barang Bergerak adalah barang milik/kekayaan Negara yang
menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindah-
pindahkan, misalnya alat penganghkutan, peralatan-
kantor, alat kesehatan dan sebagainya.

Barang Tidak Bergerak adalah barang milik,kekayvaan
Negara yang menurut sifat dan penggunaannya tidak dapat
dipindah-pindahkan atau menurut peraturan perundang-
undangar vang berlaku ditetapkan sebagai barang tidak
bergerak antara lain tenah, bangunan, dermaga,
landasan, termasuk kapsi/sarana anghkutan di laut
Fsrbobot mati di atas 15¢ ton dan barang bergerak yang

nilai perclehannva diatas Rp 1 milyar per unit.

Barang Persediaan a4alah barang yang masih disimpan
dalam ruang penyimpanan/gudang dan belum digunakan dalam
kegiatan dinas se-ta dikelola secare khusus.

Barswg Invenkaris adalah barang yang merupakan bagian
hekayaan Nega:z baik berupa barang bergerak maupun tidak
bergerak yaig berada dalam penguasaan dan pengurusan
Departemen/Lembaga vang Jjangka waktu pemakaiannya lebih
dari satu tahun.

Barang Berlebih, adalah barang yang tidak diberlukan
lagi oleh Departemen/Lembaga secara keseluruhan dan yagg
sudah dinyatakan melebihi kebutuhan nyata (surplus) dan
atau kelebihan barang pada suatu satuan kerja, yang
masih dapat dipergunakan oleh satuan kerja lain pada
Instansi Pemerintah (ekses).

ra
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Barang Susut adalah semua barang milik/kekayaanan Negara
yang berkurang volumenya atau beratnya karena pengaruh
alamiah, antara lain disebabkan mengering, meleleh,
menguap, menyublim, memadat, rusak dimakan binatang/
bakteri dan tercecer. '

Barang Rusak adalah barang yang secara teknis, ekonomis
tidak dapat diperbaiki dan dipergunakan lagi.

Daftar Inventaris Barang adalah daftar yang memuat
catatan barang inventaris vang berada dalam lingkungan
satuan kerja Pembantu Penguasa Barang Inventarisr(PPBI).

Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara adalah kepu-
tusan dari pejabat yang berwenang untuk menghapus barang
dari daftar inventaris, dengan tujuan membebaskan Benda-
harawan Barang dan/atau PPBI dari pertanggung Jjawaban
administrasi dan fisik atas barang milik/kekayaan
Negara yang berada dibawah penguasaan atau pengurusannya
sesuali ketentuan perundang-undangan yang berl&ﬁq; '
Tindak Lanjut Penghapusan adalah langkah pelaksanaan
lebih lanjut dari penghapusan barang milik/kekayaan
Negara yaitu untuk digjual, dipertukarkan, dihibahkan/
disumbangkan, dijadikan Penvertaan -Modal Pemerintah atau
dimusnahkan.

Pemindahtanganan adalah pengalihan pemilikan dan/atau
Penguasaan barang milik/kekayaan Negara pada pihak lain.

Penjualan Secara Lelang adalah pengalihan pemilikan dan
atau penguasaan barang milik/kekayaan Negara dengan
meperima pembayaran uang, yang diadakan dimuka umum
melalui/oleh Kantor Lelang Negara.

Hibah adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan
barang milik,kekavaan Negara kepada pihak lain tanpa
meniperoleh imbalan/penggantian.

‘Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan pemilikan

dan atau penguasaan’ barang milik/kekayaan Negara untuk
diperhitungkan sebagai penvertaan modal peada suatu,
pPerusahaan, dalam hal ini hanya dilakukan kepdda'
BUMN/BUMD.

Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara adalah
rendayagunaan barang milik/kekavaan Negara oleh pihak

TRASE-XH ARS-1 3
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lain dalam bentuk Penyewaan; Peminjaman dan Bangun
Guna Serah (Built, Operate and Transfer/BOT).

Penyewaan adalah penyerahan penggunaan barang milik/
kekayaan Negara kepada pihak lain untuk jangka waktu
tertentu dengan menerima harga sewa dalam . bentuk uang

baik sekaligus maupun secara berkala. '

Peminjaman adalah penyerahan penggunaan barang milik/
kekayaan Negara kepada instansi pemerintah dan instansi
lain vang ditetapkan peraturan perundang-undangan untuk
jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah
jangka waktu tersebut berakhir, barang milik/kekayaan
Negara tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya.

Bangun Guna Serah (Built, Operate and Transfer/BOT)
adalah pemanfaatan barang milik/kekayaan Negara berupa
tanah oleh pihak lain, dengan cara pihak lain tersebut
membangun bangunan dan atau sarana lain berikut

fasilitasnya di atas tanah tersebut, serta
mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untulk
kemudian menyerahkan kembali tanah, bangunan dan atau

sarana lain berikut fasilitasnya tersebut beserta
pendayagunaannya kepada Departemen/Lembaga bersangkutan
setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati,.

Departemen/Lembaga adalah Departemen, Lembaga Tertinggi/
Tinggi Negara, Kantor Menteri Koordinator dan Kantor
Menteri Negara, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara dan
Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Menteri/Ketua Lembaga adalah Menteri/Ketua Lembéga vang
memimpin Departemen dan Sekretariat Negara serta

"Pimpinan dari Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi

Negara/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pengelola barang milik/kekayaan Negara adalah pejabat/
pimpinan organisasi/lembaga/unit/satuan kerja yang
diberi wewenang dan tanggungjawab delam pembinaan,
pengurusan, pemakaian barang linventaris yvang dikuasai/
dirgunakan oleh Departemen/Lembaga.

‘l

i

Pihak Lain adalah BUMN/BUMD, Koperasi dan Swasta. i

TRASE~XN ARS-1 4
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1. Pembine Umum Barang Milik/Kekayaan Negara.

Pembina Umum Barang Milik/Kekayaan Negara, berada pada

Presiden yang secara fungsional dilakukan oleh Menteri

Keuangan.

Menteri Keuangan selaku pelaksana Pembina Umum Barang

Milik/Kekayaan Negara memberi kuasa kepada

Direktur Jenderal Anggaran, yang mempunyai tugas dan

wewenang ' i

a. Menetapkan kebijaksanaan umum pembin&#n dan
pengelolaan barang milik/kekayaan Negara vyang
dimiliki/dikuasai oleh Departemen/Lembaga.

b. Menyetujui/menolak usul tindak lanjut penghapusan
barang milik/kekayaan Negara sesuai dengan ketentuan
pasal 13 avat (3) Keppres Nomor 16 Tahun 1994,

Tindak lanjut tersebut adalah penjualan, tukar
menukar, penghibahan, penyertaan modal Pemerintah dan
pemusnahan.

c. Mengajukan usul dan pertimbangan lepada Presiden
mengenai tindak lanjut penghapusaa barang milik/
kekayaan Negara yang mengakibatkan veralihan hak atas
tanah sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat {(4)
Keppres Nomor 16 Tahun 18984,

d, Menyetujui/mernolak usul pewmanfaatan barang milik/
kekayaan Negara yang disampaikan oleh Departemen/
rembaga kepada Menteri Keuvangan sesuai dengan
ketentuan pasal 13 ayat (5) Keppres Nomor 16 Tahun
1994, _ FE

e. Menyetujui usul penjualan barang milik/kekayaan Negara
vang tidak melalui Kantor Lelang Negara sesuail dengan
ketentuan pasal 13 ayat (6) Keppres Nomor 16 Tahun
1894,

TRASE-KH ARS-2 5
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Pembina Barang Inventardis (Pebin).

Pembina Barang Inventaris adalah Pimpinan Departemen/
Lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan
pembinaan barang inventaris menurut Kketentuan peraturan
perundang-undangan yang ber1aku dan secara fungsional
dijabat oleh

a. Menteri bagi lingkungan Departemen;

b. Menteri/Sekretaris Negara bagi Kantor Menteri
Koordinator, Kantor Menteri Negara, Lembaga Pemerintah
Non Departemen dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/
Tinggi Negara;

¢. Jaksa Agung bagi. Kejaksaan Agung.

Pembinaan secara administrasi pada Tingkungan Departemen/
Lembaga tersebut dapat d111mpahkan kepada/diltakukan oleh
Kuasa Pebin. . J _ W

S

Tugas dan kewenangan Pebin adalah

1) Menyetujui/menolak usul penghapusan barang bergerak

atau barang tidak bergerak pada Departemen/Lembaga
yang bersangkutan, yang ditindak lanjuti dengan
renjualan melalui Kantor Lelang Negara.

2) Menerbitkan Surat Keputusan penghapusan barang
bergerak atau barang tidak bergerak pada Departemen/
Lembaga yang bersangkutan.

3) Menyetujui/menolak usul penghapusan barang tidak
bergerak pada Departemen/Lembaga yang bersangkutan
untuk ditindak lanjuti dengan penjualan melalui Kantor
Lelang Negara sebagaimana diatur dalam Bab IT bag1an
kedua angka 2 huruf b butir 2)

4) Menyampaikan taporan pelaksanaan penghapusan dan
tindaklanjutnya kepada Menteri Keuangan c¢.q. DRirektur
Jenderal Anggaran. ar .

. :

Kuasa Pembina Barang Inventaris (Kuasa Pebin).

Kuasa Pebin adalah pelaksana operasional pembinaan

pengetolaan barang inventaris yang secara fungsional
dijabat oleh :

TRASE-KH ARS-2 6
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a. Sekretaris Jdenderal Departemen yang bertanggungjawab
kepada Menteri bersangkutan;

b. Kepatla Lembaga Pemarintah Non Departemen pada Lembaga
Pemerintah Non Departemen bersangkutan vyang bertang-~
gungjawab kepada Sekretaris Menteri/Sekretaris Negara;

c. Pimpinan Kesekretariatan/Kepaniteraan meliputi Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara serta Mahkamah Agung yang
bertanggung jawab kepada Menteri/Sekretaris Negara;

d. Sekretaris Menteri/Sekretaris Negara meliputi Kantor
Menteri Koordinator/Kantor Menteri Negara yang
bertanggungjawab kepada Menteri/Sekretarig Negara;

€. Jaksa Agung Muda Pembinaan yang bertanggungjawab
kepada Jaksa Agung. )

Dailam melaksanakan tugas sehari-hari Kuasa Pebin dibantu
0leh Pelaksana Harian, yaitu : Ty

1

" a. Kepala Biro yang menangani pengelolaan barang milik/

kekayaan Negara pada Departemen/Lembaga:

b. Kepala Biro pada Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/
Tinggi Negara, Panitera Mahkamah Agung;

c. Kepala Biro vyang menangani pengelolaan barang milik/
kekayaan Negara pada Kejaksanaan' Agung.

Kuasa Pebin atas nama, Pebin melaksanakan tugas

1) Menvampaikan bahan~bahan/laporan secara herkalay/
sewaktu-waktu kepada Menters Keutangan c.q. Direktur
Jenderal Anggaran Jika diperiukan.

2) Menetapkan/menyetujui atau menolak usul penghapusan
barang yg diajukan Penguasa Barang Inventaris/Pembantu
Penguasaan Barang Inventaris.

Penguasa Barang Inventaris (PBI). "y .

; -".‘
PBI secara fungsional dijabat oleh Pejabat Struktural
Satuan Organiasasi Eselon I, vaitu

a. Sekretaris Jenderal/Sekretaris MENKO/MENEG, Sekretaris
Menteri/Sekretaris Negara;

TRASE-XH ARS-2 7
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Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal;
Kepala Badan;
Kepala/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara dan Kepaniteraan Mahkamah Agung;

Kepala Perwakilan RI di luar negeri.

PBI bertugas dan bertanggung Jjawab atas pelaksenaan
kebijaksanaan umum pengelolaan barang milik/kekayaan
Negara di lingkungan unit kerjanya, meliputi pelaksansan
pengurusan/pengendalian dan penghapusan barang milik/
kekayaan Negara.

PBI berwenang menetapkan/menyetujui/menolak usul
pPenghapusan barang yang diajukan PPBI berdasarkan
kewenangan yang dilimpahkan dari Pebin. .

Batas kewenangan PBI ditetapkan oleh Menté;i/KetU&
Lembaga yang bersangkutan. - ' ?

5. Pembantu Penguasa Barang Inventaris (PPBI).

PPBI adalah pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang
dari PBI yang bertanggungjawab secara operasional dalam
pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang secara
fungsional dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon II yang

ditetapkan untuk tugas tersebut, yaitu

a .

Kepala Biro yang .menangani pengelolaan barang milik/
kekayaan Negara pada Sekretariat Jenderal /Sekretariat
Menteri Koordinator/Menteri Negara/Sekretaris Menteri/
Sekretaris Negara;

Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala
Kantor Wilayah;

Sekretaris Inspektorat Jenderal;

‘Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Kepala Biro pada Kesekretariatan Lembagav’Tertinggi{
Tinggi Negara dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Yang
menangani pengelolaan barang milik/kekayaan Negara.

PPBI bertugas menyetujui/menoclak usul renghapusan barang
milik/kekayaan Negara dari UPB. Batas kewenangan PPBI
ditetapkan oleh Menteri/Ketua Lembaga yang bersanghkutan,

\

TRASE-XH ARS-2 : B
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Unit Pemakai Barang (UPB),

UPB adalah Satuan Kerja/Proyek, Pejabat/Pegawai yang
diberi wewenang oleh PPBI untuk mengurus dan menggunakan

i fae
Al

barang inventaris sesuai petunjuk dan persyaratan yang

ditetapkan. UPRB bertugas melaporkan dan membantu PPBI
mempersiapkan rencana Penghapusan bareng persediaan di
bawah kewenangannya.

Bendaharawan Barang.

Bendaharawan Barang adalah pegawai yang diangkat dengan
surat keputusan oleh Menteri/Ketua Lembaga atau FPejabat
Yang ditunjuk atas usul PBI. T

Bendaharawan Barang bertugas menerima, menyimpan, dan
mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan barang dan
membantu PPRBI mempersiapkan rencana penghapus@p barang
persediaan yang menjadi tanggung jawabnya. o

Panitia Penghsapusan.

Panitia Penghapusan adalah satuan tugas yang dibentuk
oleh Pejabat yang berwenang. Panitia penghapusan

sekaligus adalah panitia pPelelangan dan Panitia

Peneliti/Pemeriksa.

Susunan Panitia Penghapusan barang Inventaris tersebut
terdiri dari unsur-unsur satuan kerja yang membidangi
perlengkapan, umum dan keuangan rada organisasi satuan
kerja Kuasa PEBIN, PBI, PPBT serta organisasi satuan
kerja UPB bersangkutan, .

Keanggotaan Panitia Penghapusan dapat mengikutsertakan
unsur teknis atau tenaga ahli/surveyor/advisor dari
Instansi/bembaga. lain yang terkait dengan jenis barang
Yang akan dihapus,

Panitia Penghapusan antura lain bertugss :

.
-

1) menginventarisir/meneliti barang yang akan dihapus,
T

2) menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus.

3) menetapkan perkiraan nilai barang yang akan
dihapus.

4) membuat berita acara penilaian/pemeriksaan.

TRASE-XN ARS-2 : 9
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Menyusun rencana renghapusan sebanyak-banyaknya 2
(dus) kalij setahun,

Menyelesaikan kelengkapan administratif usul
Penghapusan.

Mengajukan usulan Penghapusan kepada UPB untuk
selanjutnya disampaikan secara hirarki kepada pejabat
yang berwenang.

Mengkordinasikan dengan Kantor Lelang Negara setempat,
dalam hal renghapusan tersebut ditindal lanjuti dengan
penjualan lelang,

S

Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil
pelaksanaan tindak lanjut pPenghapusan; I

Laporan hasil tindak lanjut renghapusan harus
disampaikan oleh Panitia Penghapusan kepada pejabat
yang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan/
serah terima dilakukan. '

Tembusan laporan tersebut disampaikan kepada :
1) Kuasa Pebin pada Departemen/Lembaga.

2} Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran
setempat. ’

3) Inspektur Jenderal/Aparat Pengawas bersangkutan.
Laporan tersebut dilampiri dengan

a) Surat izin/Persetujuan Penghapusan dari-pejabat
yang berwenang. ) N

T

FS

b} Surat Keputusan pembentukan Panitia Penghapusan.

c) Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan.

d) Berita Acara pelaksanaan tindak lanjut penghapusan.

TRASE-KN ARS-2 10 -
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" Tanggung Jawab Pembina Umum dan Pelimpahan Wewenang

Tanggung Jawab Pembina Umum.

-
)

Menteri Keuangan selaku Pelaksana Pembina Umum barang
milik/kekayaan Negara bertanggungjawab untuk

a. Menetapkan kebijaksanaan tertib administrasi
pengelolaan dan pemanfaatan barang milik/kekayaan
Negara;

b. Mengawasi pelaksanaan penghapusan dan pemanfaatan
barang milik/kekavaan Negara;

G. Mengatur dan mengawasi mutasi barang mf1ik/kekayaan
Negara antar Departemen/Lembaga, dengan Pemerintabh
Daerah, dengan BUMN/BUMD, dan dengan pihak Igin;

d. Menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut terhadap barang-
barang yang demi hukum menjadi milik Negara dan atau
yang diperoleh dengan cara lain yang sah.

Pelimpahan Wewenang Pembina Umum.

Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun
1984, maka pendelegasian wewenang Pembina Umum diatur
sebagai berikut

a. Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan
melaksanakan penghapusan dan tindak Janjutnya serta
pemanfaatan barang milik/kekayaan Negara sesuai
dengan ketentuan pasal 13 Keppres Nomor 16 Tahun 1994
serta ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri
Keuangan ini.

b. Menteri/Ketua Lembaga menetapkan penghapusan barang
milik/kekayaan Negara dalam 1ingkungan Departemen/
l.embaga yang bersangkutan sebagai berikut:

1) Barang bergerak dengan tindak lanjut dijual melalui
Kantor Lelang Negara. *

2) Barang tidak bergerak (bangunan gedung/kantor tidak
termaswuk tanah), yaitu

a) bangunan yang dihapus karena di atas lokasi
tersebut akan dibangun kembali (rekonstruksi).

TRASE-KY ARS-2 11
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b) bangunan yang rusak berat/bouwvalig.

C) bangunan yang terkena bencana alam/force
majeure.

Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud
pada angka 2 huruf b butir 2), terlebih dahuiu
mendapat rekomendasi Kantor Wilayah Direktorat

“Jenderal Anggaran setempat.

Penghapusan barang tidak bergerak tersebut
dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor
Lelang Negara dalam keadaan berdiri untuk
dibongkar. Hasil penjualan selurubnya harus disetor
ke Kas Negara selambat-tambatnya dalam waktu 1
(satu) hari kerja. '

Dalam hal tidak Jlaku dijual lelang, maka tindak
lanjut penghapusan dilakukan dengan cara pemusnahan
dan tata cara penghapusannya berpedoman pada
ketentuan dalam Bab III keputusan ini. .

(RN

¢. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendera1‘?Anggaran,
diberi wewenang untuk

1)

2)

3)

TRASE-KN ARS-2

Menyetujui/mensalak usulan penghapusan barang
bergerak yang dijual tanpa melalui Kantor Lelahg
Negara, terbatas pada barang bergerak dengan nilai
peralehan per paket usulan sampai dengah Rp. 50
Juta. Apabila nilai tersebut diatas Rp. 50 juta,
maka wewenang menyetujui/menolak ada pada Menteri
Keuangan .q. Direktur Jenderal Anggaran.

Meheliti usulan penghapusan barang tidak bergerak
sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b angka 2}.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, apabila.
penghapusan yang diajukan telah memenuhi ketentuan-—
ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan 1ini dan
peraturan-peraturan Jain yang berlaku, Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran dapat
memberikan rekomendasi.

Menyetujui/menclak usul pemusnahan/penghibahan
barang bergerak dan barang tidak bergerak m+1ik
negara yang tidak laku dijual melalui Kantor Lelang
Negara. :

Kewenangan 1ini terbatas untuk barang bergerak dan
barang tidak bergerak yang mempunyai nilai s/d
Rp 50 juta.

12
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Diatas nilai Hp. 50 juta, pemusnahan/penghibahan
tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktur
Jenderal Anggaran atas nama Menteri Kewuangan.

Memberikan persetujuan penghapusan barang milik
negara yang dihapus karena busuk, rusak, dicuri
atau hilang dari perhitungan Bendaharawan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
1956 atas nama Menteri Keuangan,

Tembusan rPersetujuan/penolakan Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Anggaran, disampaikan kepada
Direktur Jenderal Anggaran c¢.q. Direktur Pembinaan
Kekayaan Negara.

TRASE-KY ARS-2
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BAB 111
TATA CARA UMUM PELAKSANAAN PENGHAPUSAN

Bagian FPertama
Dasar Pertimbangan Penghapusan.

Penghépusan barang bergerak milik/kekayaan Negara
dilakukan berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagal

berikut

a. Pertimbangan Teknis, antara lain :

1) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena
rusak, dan tidak ekonomis bila diperbaikij

Z2) Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat
modernisasi; ‘

T

‘Telah. melampaui batas waktu kegunaannya/
kadaluwarsa;

[k
—

4) Karena penggunéan biasa mengalami perubahan dalam
spesifikasi seperti terkikis. aus dan lain-lain;

5} Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan
Penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.

Pertimbangan Ekonomis, antara lain :
1) Karena berlebih (surplus atau ekses);

2} Secara ekononmis lebih menguntungkan bagi negara apa
bila dihapus, karena biaya operasional dan pemeli-
haraannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

Karena hilang/kekurangan rerbendaharaan atau kerugian
yang disebabkan

1) Kesalahan atau kelalaian Bendaharawan, Barang/

Pengurus Barang; ‘ i

2) Diluar kesalahan/kelalaian Bendaharawan Barang,
misalnya karena kecelskaan atau alasan tak terduga
(force majeure);

3) Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak;

TRASE-KN NEW-BAA3 14



RO
! ik

MENTER! KEUANGAN

2. Penghapusan barang tidak bergerak milik/kekayaan Negara
| dilakukan berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagal
' berikut :

a. Husak berat, terkena bencana alam/force majeure, tidak
dapat dimanfaatkan secara optimal (idle);

} - b. Terkena planoclogi kota;
h ¢. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;

d. Fenyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dgn memudahkan
koordinasi;

e. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencansa

; strategis Hankam.
§ Bagian Kedua N
; Pengajuan Usul Penghapuszan
!
: Pengajuan usul penghapusan dilakukan dengan cara .+ sebagal
| berikut : )
; 1. Laporan/Usulan.
: a. Unit Pemakai Barang/Bendaharawan Barang berdasarkan
f hasil pengamatan dan penelitiannya selama menggunakan
f barang, wajib melaporkan kepada PPBL. Apabila terjadi
i perubahan dan atau kerusakan terhadap barang yang ada
g bd . dibawah tanggungjawabnya, agar disusun suatu rencana
! W usulan penghapusan;

b, Laporan dimaksud disusun dan dilengkapi dengan
keterangan atau data mengenai :

M

1} ldentitas dan ciri-ciri barang;
Z2) Lokasi/tempat beradanya barang;
3) Harga perolehan barang bersangkutan;
4) Sebab-sebab/alasan-alasan penghapusan. ‘uh
Z. Pembentukan Panitia Penghapusan.
a. Apabila menyangkut barang inventaris di tingkat

daerah, PFanitia Penghapusan ditetapkan oleh PPBL
dengan anggota:

TRASE-KN REW-BABY _ 15
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1} Unsur.UPB :

2) Unsur pPB1/instansi Teknis setempat (dalam hal-hal
diperlukan).

b, Apabila menyangkut barang inventaris di tingkat Pusat,
Panitia Penghapusan ditetapkan oleh PBl1 dengan

anggota
1) Unsur UPB ;

2) Unsur PBL/PPBL ;

3) Unsur Instansi 7Teknis selempat (galam hal-hal
diperlukan).

Berita Acara Penelitian.

Hasil penelitian dan Penilaian Panitia P@nghapusan
dituangkan dalam suatu Berita Acara dilampiri Qéngan

8., baftar barang-barang vang diusulkan untuk dihapus,
lengkap dengan data/informasi atas barang‘yang
bersangkutan;

b. Sebab-sebab/alasan penghapusan;

¢. Bukti/surat keterangan/gambar/foto yang mendukung usul
renghapusan.

Berita Acara tersebut diketahui oleh Unit Pemakai Barang/
Bendaharawan Barang yang bersangkutan.

Tugas Panitia Penghapusan, adalah sebagaimana diatur
dalam Bab || Bagian Pertama angka 8.

Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan

Penghapusan barang milik/kekayaan Negara ditetapkan
dengan Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan Barang
(SKPPB) oleh pPpejabat yang berwenang sesguai bqtag
kewenangannya; : LA

Dalam hal tertentu dan pertimbangan khusus UDepartemen/
Lembaga dapat menetapkan Panitia Penelitian/Pemeriksa
terpisah dari Panitia Penghapusan.

TRASE-KN KEW-BNS3 ;' 16
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Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penghapusan

1. Penghapusan Barang Bergerak

a.
]
i
i b.
b
DN/
;
1
%
1
N
I
i
}
!
!
: C.
L/’f

ks -
Penghapusan barang bergerak dapat dilakukan dengan
alasan sebagaimana dimaksud pada Bab III Bagian
Pertama.

Pengajuan Usul Penghapusan Barang Bergerak

1) Setiap pelaksanaan penghapusan barang bergerak,
secara umum berpedoman kepada ketentuan sebagaimana
diatur dalam Bab III Bagian Kedua.

2) Penghapusan barang bergerak yané memerlukan
henanganan khusus berpedoman kepada Bab III Bagian
kelima. ' u

(A

3) Penghapusan barang bergerak dengan tindak Janjut
dijuanl, dihibahkan/disumbangkan, dijadikan
Penyertaan Modai Pemerintah berpedoman pada
ketentuan Bab IV.

Kewenangan

1) Kewenangan untui menvetujui/menclak usul
penghapusan barang bergerak adalah sebagaimana
diatur dalam Bap IT Bagian Kedua.

2) Wewenng penghapusan barang bergerak yang telah
dilimpahkan kepada Menteri/Ketua Lembaga sebagai-
mana diatur dalam Bab IT Bagian Kedua angka 2 huruf
b.1), petaksanaannya mengikuti ketentuan Bab III.

2. Penghapusan Barang Tidak Bergerak

a.

Penghapusan barang tidak bergerak didasarkan atas
alasan sebagaimana dimaksud pada Bab'ITI Bagi@n
Pertama. ‘ ' ¢

Pengajuan usu] penghapusan barang tidak bergerak.

1) Setiap usulan penghapusan bafang tidak bergerak,

berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam
Bab III Bagian Kedua.

TRASE-KM WER-BARI 17
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2) Penghapusan barang tidak bergerak yang memerlugan
renanganan khusus berpedoman pada Bab Lll Bagian

Kelima.

3) Penghapusan barang tidak bergerak dengan tidak
lanjut dijual, dihibahkan/disumbangkan, dijadikan
Penyertaan Modal Pemerintah harus berpedoman pada

ketentuan Bab 1V.

c. Kewenangan

1) Penghapusan barang tidak bergerak milik Negara
dilaksanakan dengan Surat Keputusan Menteri/Ketua

Lembaga hersangkutan.

Dalam hal penghapusan barang tidak bergerak milik
Negara tersebut ditindaklanjuti dengan penjualan,
hibah, dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah atau
dimusnahkan, maka pelaksansannya baru dapsat
dilakukan setelah mendapat persetujuan:tertulis
dari birektur Jenderal Anggaran atas nama Menteri

Keuangan.

o)

3) Dalam hal barang tidak bergerak tersebut berupa
tanah yang tindak lanjutnya mengakibatkan peralihan
hak atas tanah tersebut kepada pihak lain, tata
caranya diatur sebagai berikut

a) Menteri/Ketua Lembaga mengajukan usul/permchonan
persetujuan kepada Menteri Keuangan.

b) Usul/permohonan tersebut diteliti dan'dikaii
secara mendalam oleh Menteri Keuangan.

¢) Apabila usul tersebut ternyata memenuhi
‘Persyaratan sesual dengan ketentuan yang
berlaku, maka oleh Menteri Keuangan dapat
diusulkan kepada Presiden untuk mendapsat

persetujuan,

P |
9’

d, lzin prinsip dari Menteri Keuangan baru dapat
dikeluarkan apabila telah mendapat persetujuan

Presiden.

4} Prosedur tindak lanjut penghapusan barang tidak
bergerak milik Negara, berpedoman kepada ketentuan

dalam Bab Llv.
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5) Surat Keputusan Penghapusan dari Menteri/Ketua
Lembaga bersangkutan, baru dapat diterbitkan
setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan
mengenai tindak lanjut penghapusan.

Bagian Keempat
Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara
Pada Perwakilan R.l. Di Luar Negeri

Umunm

Kegiatan pengelolaan penghapusan barang 'milik/kekaysan
Negara pada Perwakilan RL1 di Luar Negeri berpedoman pada
keputusan ini dan peraturan prerundang-undangan yang
berlaku,

a. Dalam rangka pengelolaan penghapusan barang milik/
kekayaan Negara pada Perwakilan Hl di Luar Negeri,
ditetapkan bahwa: :

1) Kepala PFerwakilan HKI melaksanakan fungsi sebagai
Penguasa Barang lnventaris (PEL).

Kepala Bagian Administrasi pada Perwakilan Hi di
Luar Negeri melaksanakan fungsi sebagai Pembantu
Penguasa Barang LInventaris (PPBL)/Bendaharawan
Barang.

]
N

Kepala Bagian Administrasi tersebut pada angka 2)
menerima pelimpahan wewenang dari Biro Perlengkapan
Departemen Luar Negeri dan bertanggung jawab kepada
Kepala Perwakilan Hl.

G
—

b. Hasil penjualan barang yang dihapus tersebut
seluruhnya harus disetorkan ke Rekening Kas Negarasa
C.q. rekening Menteri Keuangan HRepublik Lndonesia dan
tidak dapat dipergunakan secara langsung oleh
Perwakilan R,

¢. Segala kegiatan yang berhubungan dengan 'belaksanaén
serta tindak lanjut renghapusan, harus
diadministrasikan secara tertib, antara lain :

1) Berita Acara harus memuat senmua data/identitas
barang dan alasan-alasan penghapusan, serta tindak
lanjut penghapusan:
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: 2) Berita Acara harus dibubuhi tanda tangan pejabat
'_ vang berwenang/bertanggung jawab terhadap
' pelaksanaan penghapusan. Berita Acara dibuat sesual

dengan ketentuan yang berlaku;

Berkas pelaksanaan penghapusan selambat-lambatnya
! . dalam waktu 30 (tiga ©puluh) hari sejeak
! ditandatangani Berita Acara Penghapusan dikirimkan
kepada Biro Perlengkapan Departemen Luar Negeri
untuk diteruskan kepada instansi terkait.

(48]
——

D

Pelaksanaan PFPenghapusan

Pelaksanaan penghapusan barang milik/kekayaan Negara di

luar negeri dilakukan dengan cara sebagal berikut @

a. ''atacara penghapusan pada instansi Perwakilan Rl di
luar negeri berpedoman pada tatacara umumypenghapusan

sebagaimana diatur pada Bab 11l. . . i

FAPRNY

b, Apabila permohonan usulan penghapusan telah mendapat
persetujuan PEBIN/Kuasa PEBIN atau Menteri Keuangan
sesuai kewenangan yang ditetapkan, Kepala Perwakilan
Rl menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan
Barang {SKpPpPB).

¢. Pelaksanaan tindak lanjut penghapusan yaitu untuk
dijual, dibibahkan/disumbangkan, dimusnahkan kecuali
. dipertukarkan dilakukan dengan cara mengikuti
. ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan Menteri
Keuangan ini dan juga memperhatikah ketentuan-

ketentuan berlaku di negara bersangkutan,

d. Pelaksanaan penghapusan barang milik/kekayaan Negara
yang telah dinyatakan sebagai barang berlebih yang
akan dimusnahkan, dilakukan sesuai ketentuan umum yang
berlaku di dalam negeri, sejauh langkah-langkah
tersebut tidak bertentangan dengan persetujuan antara
Pemerintah Negara K1 dan negara yang bersangkutan.

.

e. Pelaksanaan penghapusan untuk dihibahkan/disumbhngkan
dilakukan dengan cara ! .

1) Kepala Perwakilan K1 mengajukan permohonan usul
penghibahan dengan rincian dan alesan, kepada
Menteri Luar 'Negeri selaku Pembina Barang
inventaris (Pebin}.
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2) Pengajuan hibah tersebut tetap berpedoman pada
ketentuan dalam keputusan ini. ’

3) Menteri Luar Negeri, apabile menyetujui usul
termaksud, meneruskan permohonan hibah tersebut
kepada Menteri Keuvangan untuk mendapat izin/
rersetujuan secara tertulis.

4) Pelaksanaan penghibahan tersebut, tetap berpedoman
pada ketentuan ,dalam keputusan ini.

Bagian Kelima
Penghapusan barang milik/kekayaan Negara
vyang sifatnya khusus

Umum . v
Jenis barang milik/kekayaan Negara yang dimakéud dalam
hubungan ini adalah Penghapusan barang milik/kekayaan
Negara karena

a. lerkena bencana alam/force majeure;

b. Tidak laku dijual melalui Kantor.Lelang Negara;
¢. Hilang;

d. Kadaluwarsa;

e. lanaman/hewan/ternak yang mati/cacat berat.

Ketentuan yang berlaku bagi penghapusan barang milik/
kekayaan Negara karena alasan-alasan tersebut, disamping
diberlakukan tatacara khusus, maka tatacars umum
Penghapusan tetap harus dipedomani,

Penghapusan karena terkena bencana alam/force majeure,
pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

ol
r

8, Wewenang menyetujui/menoclak usul permohoﬁan
penghapusan dilimpahkan kepada Menteri/Ketua Lembaga
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan/
rekomendasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Anggaran setempat.
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b. Prosedur penghapusannya tetap berpedoman pada
ketentuan penghapusan sebagaimana diatur dalam Bab I[I1II
keputusan int.

€. Permohonan penghapusan antara lain dilengkapi dengan

1) Keterangan dari pejabat yang berwenang mengenai
" terjadinya bencana alam.

i
f
]
;
j
!

2) Berita acara kerusakan barang dari pihak yang
berwenang karena bencana alam/force majeure.

' 3) Daftar barang-barang yang hilang atau rusak.

| 4) Bukti foto kerusakan barang karena bencana alam.

" ; §) Peta situasi tanah dan bangunan yang terkena

‘ bencana alam. i

6) Rekomendasi dari Departemen Pekerjaah Umum mengenai
kondisi bangunan dan dari Badan Pertanahan Nasional
mengenai kondisi tanah.

3. Penghapusan harang bergerak yang tidak laku dijual
Telang. -

Apabila terdapat barang yang telah ditetapkan
penghapusannya dan tidak ‘laku dijual melalui Kantor
Lelang Negara, maka barang tersebut dapat dimusnahkan/
HJ dihibahkan sebagaimana diatur pada Bab II Bagian Kedua
angka 2 huruf ¢ butir 3).
Pelaksanaan pemusnahan/penghibahan tersebut ditaporkan
kepada Pebin/Kuasa Pebin, dengan dilampiri berita acara
yang ditandatangani oleh pejabat Kantor Lelang Negara
bahwa barang tersebut tidak laku dijual Telang.

4. Penghapusan barang bergerak karena alasan hilang.

a. Penghapusan barang karena alasan hilang diluar
kesalahan/kelalaian Bendaharawan/Pengurus ,Barang

«

;

1) Unit Pemakai Barang/Bendaharawan Barang setelah
mengetahui terjadinya kekurangan perbendaharaan/
kerugian Negara segera melaporkan kekurangan
tersebut kepada PRI/PPBI. Tembusan laparan tersebut
disampaikan kepada Kuasa Pebin.
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diadakan pPemeriksaan/penelitian segl administratif
dan fisik oleh suatu panitia pemeriksa/peneliti.
Berita acara Pemeriksaan memuat rincian jumlah dan
Jenis barang, sebab-sebab kehilanganYkekurangan
barang, serta Penjelasan lain yang diperlukan.

‘Untuk mendukung kebenaran/kepastian hasil

penelitian/pemeriksaan tersebut, perlu diminta
Surat keterangan dari Kepolisian setempat tentang
renyidikan di tempat kejadian perkara {IKP}.

Apabila kehilangan/kekurangan barang dimaksud dapat
dibuktikan bukan karena kelalaign/kesalahan
Bendaharawan/Pengurus Barang, maka penanggung jawab-

Kantor wilayah Anggaran Setempat untuki@endapat
keputusan. . ‘ . M
Penghapusan barang tersebut tidak “menutup
kemungkinan adanya pelaksanaan tuntutan ganti rugi
apabila dj kemudian harj dapat dibuktikan lain
Yaitu adanya unsur kesengajaan/kesalahan/kelalaiun
dari Bendaharawan/?engurus Barang.

b. Penghapusan barang karena alasan hilang akibat
kesalahan atau kelalaian.

2)

Apabila barang bergerak yang hilang karens dicuri/
dirampok, kecelakaan/terbakar, tercecer, mati bagi
tanaman/hewan/ternak karena kelalaian/digelapkan
serta karenag pPerbuatan melawan hukum atau Perbuatan
melalaikan kewajiban Yang ditetapkan selaku Pegawai
Negeri, sehingga baik secara langsung maupun tidak
langsung telah merugikan Negara, maka akibat
kejadian tersebut Keputusan Penghapusannya diproses
bersamaan dengan proses Tuntutan Ganti Hugi (1TGR)
Sesuai dengan ketentuan Peraturan pPerundang -
undangan Yang berlaku.

Surat Keputusan Penghapusan Barang dapat ditetapksn
oleh FPebin/Kuasa Pebin/pPBl /pPpB] Sesuai dengan
ketentuan Peraturan perundang—undangan Yang berlaku
tanpa terlebih dulu menunggu ditetapkannya Tuntutan
Ganti Rugi,

5, Penghapugan tanaman/hewan/milik Negara dilaksanakan
Sebagai berikut :
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a. Persetujuan/penolakannya ditetapkan oleh Pebin/Kussa
Pebin atas nama Pebin.

b. Penghapusan tanaman/hewan/ternak yang mati/cacat berat
dilakukan oleh Kepala Kantor/Unit Kerja/Proyek selaku
UPB, dengan tembusan kepada Kuasa Pebin dengan
melampirkan berita acara penghapusan.

Penghépusan barang yang kedaluwarsa.

Penghapusan barang yang kadaluwarsa seperti obat-obatan,
obat anti hama, bahan peledak, mesiu dan lain gsebagainya
ditetapkan oleh Menteri/Ketua Lembaga setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Anggaran
atas nama Menteri Keuangan. 'l'atacara penghapusan
berpedoman pada ketentuan Bab 111 Bagian Ketiga.,
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BAB 1V
TINDAK LANJUT PENGHAPUSAN

Bagian Pertama
Penjuatan ' -

1. Umum

a. Penjualan barang milik/kekayaan Negara harus dilakukan
dengan pelelangan umum melalui Kantor Lelang Negara:

N b. Pengecualian terhadap ketentuan butir a diatas, dapat
dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari
Direktur Jenderal Anggaran atas nhama Menperi Keuangan.

c. Penjualan barang milik/kekayaan Negara dilakukan
setelah memenuhi syarat-syarat sebagai beriikut

(BN
o

P

1)} Barang yang dijual bukan merupakan barang rahasia
Negara. :

2) Barang yang akan dijual secara teknis operasional
sudah tidak dapat digunakan oleh instansi
Pemerintah secara aefektif dan efisien.

3) Barang yang akan dijual sudah harus dihapus dari
Daftar Inventaris sesuai dengan keputusan pejabat
y, . yang berwenang.

d. Penjualan barang tidak bergerak hanya dapat ﬁiTakukan
setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan, kecuali
gedung/kantor/bangunan (tanpa tanah) yang dihapus
karena

1) Akan dibangun kembali (rekonstruksi);
25 Rusak berat/Bouwvalig;

3) Terkena bencana altam, force majeure. 7’ )

u :
Penjualan dimaksud pada huruf d butir 1)}, 2) dan 3)
dilakukan berdasarkan persetujuan Menteri/Ketua
Lembaga setelah mendapat rekomendasi Kepala Kantor
Wilayah Ditjen Anggaran atas nama Manteri Keuangan.
Dalam hal barang tidak bergerak sebagaimanaa dimaksud

"
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pada huruf d butir 1), 2) dan 3) tersebut tidak laku
dijual lelang, barang tersebut dapat dimusnahkan/
dihibahkan. :

e. Penjualan barang tidak bergerak berupa tanah dapat
dilakukan oleh .Departemen/Lembaga setelah mendapat
ijin Menteri ‘Keuangan bherdasarkan persetujuan
Presiden.

f. Hasil penjualan barang milik/kekayaan Negara,
merupakan penerimaan Negara dan harus disetor
seluruhnya ke Rekening Kas Negara.

2. Tata Cara Penjualan.
a. Instansi pemohon lelang mengajukan permohonan tertulis

kepada Kantor Lelang Negara setempat mengenaj
penjualan barang yang telah dihapus,bdi1amp1r1

1
1

dengan : : : Lk

1) Surat Keputusan penghapusan :barang dari
Menteri/Ketua lLembaga atau pejabat yang dikuasakan.

2) Surat Keputusan pembentukan Panitia Pelelangan
barang-barang yang akan di lelang.

3) Bukti pemilikan atas bharang.

4) Salinan pengumuman lelang oleh pemohon Telang
melalui media massa.

5) Data spesifikasi barang yang akan dijual mencakup :
a) Jenis/ukuran/kualifikasi/type ;
b) Jumlah ;

c) Nomor kode ;

d} Tahun pembuatan/perolehan ; RaE

.

e) Kondisi/keadaan ;

f) Lokasi/tempat barang;

g) Harga penjualan yang ditetapkan oleh Panitia
Pelelangan.
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Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tempat dan
tanggal pelaksanaan lelang.

Sebelum dilaksanakan penjualan, terlebih dahulu harus
dilakukan pengumuman oleh Ketua Panitia-FPelelangan
melalui media massa, media cetak dan rapan pengumuman
resmi untuk penerangan umum yvang dapat diketahui oleh
masyarakat luas/ dunia usaha. '

Pelaksanaan lelang dilakukan melalui tahapan : proses
Penawaran, penetapan remenang, pembayaran/penyetoran
ke Kas Negara, dan renyerahan fisik barang.

Pembuatan risalah lelang ditandatangani oleh
pelaksana/penjual /pejabat lelang dengan melampirkan
Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBF) dan
Surat Setoran Pajak (Ssp).

. T
Panitia Lelang melaporkan pelaksanaan penjualan/lelang
kepada Menteri/Ketua Lembaga, dengan dilampiri salinan

risalah lelang,

Penyerahan barang bergerak dan atau Pelepasan barang
tidak bergerak. .

a.

Yenyerahan barang bergerak dan atau pelepasan barang
tidak bergerak sebagai tindak lanjut penjualan,
dilakukan setelah pembeli memenuhi seluruh kewajiban
Yang menjadi tanggung Jawabnya.

Penyerahan barang bergerak dilakukan dengan cara

1) Penyerahan barang bergerak dilakukan oleh PBL/PEBI
atau pejabat yang dikuasakan.

Penyerahan barang bergerak dilakukan dengan suatu
Berita Acara Serah Terima paling lambat 2 (dua)
minggu sejak ditandatangani riselah lelang cleh
pihak kedua, kecuali karena suatu alasan teknis,
Jangka waktu tersebut dapat diperpanqug raling
lama 3 (tiga) bulan. : T

[

3) Pelaksanaan Penyerahan barang dilakukan di lokasi
barang berada pada saat dilakukan pelelangan.

Pelepasan barang tidak bergerak, dilakukan dengan
cara '
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1) Pelepasan barang tidak bergerak dilakukan oleh
PBL/PPBL, atau pejabsat vyang dikuasakan.

Pelaksanaan pelepasan barang tidak bergerak yang
dijual tanpa melalui Kantor Lelang Negara-dilakukan
dengan suatu Akte Notaris/PFAT.

[y}
S

3} Pelaksanaan pelelangan barang tidak bergerak yang
dijual melalui Kantor Lelang Negara dilakukan
dengan suatu risalah lelang.

Penyerahan barang bergerak/pelepasan barang tidsak
bergerak di luar negeri dilakukan dengan memperhatikan

pula ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara

bersangkutan.

4. Penjualan barang tidak bergerak berupa tanah, 12

& .

Lalam hal penjualan barang milik/kekayaan Negara
tersebut berupa tanah, pelaksanaannya diatur sebagai
berikut

1) Menteri/Ketua Lembaga mengajukan usul/permohonan
kepada Menteri Keuangan.

2) Usul /permohonan tersebut diteliti dan dikaji secara
mendalam -leh Menteri Keuangan.

Apabila usul tersebut memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan vang berlaku, maka usul tersebut
dapat diajukan kepada FPresiden untuk mendapat
persetujuan terlebih dahulu.

[
L

4) lzin prinsip dari Menteri Keuangan baru dapat
diterbitkan setelah mendapat persetujuan Presiden.

Ketentuan-ketentuan tentang penjualan barang milik}
kekayaan Negara sebagaimana tersebut prada angks 1, 2
dan 3 Bab ini berlaku Jjuga bagi penjualan barang tidak
bergerak berupa tanah.
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Bagian Kedua

Hibah/disumbangkan

Umum _ -

8. Hibah barang milik/kekayaan Negara dilakukan dengan
pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan serta
kemanusiaan.

b. Hibah barang milik/kekayaaan Negara hanya diperuntukan
bagi : '

1) Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan dan Organisasi
Kemanusiaan;
2) Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
c.

Hibah harus memenuhi syarat sebagai berikut q%

‘1) Bukan merupakan barang rahasia Negara;

2) Bukan merupakan barang vital bagi Negara;

3) Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup
orang banyak;

4) Tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan lagi oleh
instansi Pemerintah yang bersangkutan atau
instansi Pemerintah lainnya;

5) tidak mengganggu kelancaran tugas-tugas pelayanan
umum pemerintahan.

Pelaksanaan Hibah

Pelaksanaan hibah dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut :

a.

Barang milik/kekayaan Negara hanya dapat,dihibahkan/
disumbangkan setelah mendapat keputusan/persetujuan

~tertulis dari Direktur Jenderal Anggeran atas nama

Menteri Keuangan.

Dalam hal barang yang dihibahkan/disumbanglkan tersebu?
berupa tanah, maka pelaksanaannye diatur sebagai
berikut
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1} Menteri/setua Lembaga mengajukan usul/permohonan
kepada Menteri Keuangan.

2) Usul/permohonan’ tersebut diteliti dan dikaji secara
mendalam oleh Menteri Keuangan. .

3) Apabila usul tersebut memenuhi persyaratan sesual
dengan ketentuan vang berlaku, maka usul tersebut
dapat diajukan kepada Presiden untuk mendapat
persetujuan terlebih dahulu. )

4) lzin prinsip dari Menteri keuangan baru dapat
diterbitkan setelah mendapat persetujuan Presiden.

Barang yang telah dihibahkan/disumbangkan ‘tersebut

c.
selanjutnya dihapus dari daftar inventaris dengan
Surat Keputusan Penghapusan Barang (SKPQ) yang
ditetapkan oleh Pebin. , A3
d. Tembusan Surat Keputusan Penghapusan Barang tersebut
disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. birektur
Jenderal Anggaran.
Bagian Ketiga )
Penyertaan Modal Pemerintah
‘,d{ 1., Umum . !
V L/
a. Penyertaan barang milik/kekayaan Negara hanys : dapat
dilakukan dengan pertimbangan
1} Untuk Penyertaan Modal Pe merintah dalam mendirikan
dan atau mengembanghkan BUMN; atau
Z) Untuk optimalisasi pemanfaatan barang milik/
kekayaan Negara,
b. Penyertaan barang milik/kekayaan Negara’® sebagaa

bPenyertaan modal Pemerintah hanya diperuntukkan bagl
BUMN dan BUMD.

Apabila penyertaan tersebut diperuntukkan bagi BUMD,
BUMD tersebut harus sudah berbentuk P17 (Perseroan
Terbatas),
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T'ata Cara Penyertaan Modal Pemerintah

8.

Departemen/Lembaga mengajukan usul kepada Menterl
Keuangean, dilengkapi dengan data pendukung barang yang
akan disertakan sebagai PFenyertaan Modal Pemerintah.

1)} Untuk Penvertaan Modal Pemerintah berupa barang
milik Negara eks proyvek, harus dilengkapi dengan
hasil audit BPKP dan penetapan status sementara
oleh Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan.

2) Untuk Penyertaan Modal Pemerintah berupa aset yang
telah ada {barang inventaris) tidak diperlukan
audit BPKP atau penetapan status sementara.

Usul tersebut diteliti dan dibahas bersama oleh
Direktorat Jenderal Anggaran dan Departemen/Lembaga

yang bersangkutan serta lInstansi terkait lainnvya.

Hasil pembahasan dilaporkan kepada Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Anggaran untuk dimohonkan
persetujuan lebih lanjut.

Apabila disetujui, maka Direktur Jenderal Anggaran
atas nama Menteri Keuangan menetapkan Surat Keputusan/
Persetujuan dan disampaikan kepada Menteri/Ketua
Lembaga,.

Barang yang akan disertakan dalam bentuk PFPenyertaan
Modal ,Pemerintah tersebut terlebih dahulu harus
dinilai oleh Tim Ilnterdep yang dibentuk oleh
Departemen/Lembaga bersangkutan dengan anggota-anggota
dari Departemen/Lembaga terkait.

Penetapan nilai tersebut pada huruf d, dilakukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyertaan Modal Pemerintah tersebut harus ditetapkan
dengan Yeraturan PFemerintah.

Barang yang disertakan dalam bentuk Penyertaan Moda;
Pemerintah dihapus dari Daftar lnventaris Barang (D1B)
bDepartemen/Lembaga bersangkutan dengan SKPB dari
Pebin.
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BAB V
PEMANFAATAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGAHA

Bagian Pertama
Bentuk-bentuk Pemanfaatan »

Penyewaan.
Peminjaman. . .

Bangun Guna Serah {Built, Operate and ‘I'ransfer/BOT).

%
A

Bagian Kedua u
Penyewaan ' v

Penyewaan barang milik/kekayaan Negara hanya? dapat
dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya
gune dan hasil guna barang milik/kekayaan Negara.

Untuk sementara waktu barang milik/kekayaan Negara
tersebut belum dimanfaatkan oleh instansi pemerintah yang
memiliki/menguasai.

Barang milik/kekayaan Negara dapat disewakan kepada pihak
lain yaitu BUMN/BUMD, Koperasi atau pihak swasta.

Jenis-jenis barang milik/kekayaan Negara vyang -dapat
disewakan ditetapkan oleh Menteri/Ketua Lembaga
bersangkutan.

Tarif sewa untuk barang milik/kekavaan Negara yang
disewakan ditetapkan oleh Menteri/Ketua Lembaga yang

bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari
Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

Jangka waktu penyewaan ditetapkan Menteri/KetuafLémbaga;

Hasil penyewaan merupakan penerimaan Negara dan
seluruhnya harus disetor ke Kas Negara.

Dalem surat perjanjian sewa menyewa harus ditetapkan
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a. Jenis, jumlah, biaya rpenyewaan dan Jjangka waktu.

b. Biaya operasi dan pemeliharaan selama penyewaan
menjadi tanggung jawab penyewa.

¢. Syarat-syarat lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga
Femin jaman

Peminjaman barang milik/kekayaan Negara hanya dapat
dilakukan dengan Pertimbangan

a. Agar barang milik/kekayaan Negara ters§but dapat
dimanfaatkan secara ekonomis oleh instansi pemerintah.

b. Untuk kepentingan sesial, keagamaan. ' ‘H
Syarat-syarat Peminjaman barang milik/kekayaap Negaras
adalah l

a. Barang milik/kekayaan Negara tersebut sementara waktu
belum dimanfaatkan oleh instansi yang memiliki/
menguasai .,

b, Barang milik/kekavaan Negara yang dipinjam tersebut
hanya boleh digunakan oleh peminjam, sesuai dengan
Peruntukannya,

€. Peminjaman tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas
pokok instansi yang bersangkutan. ’

d. Barang milik/kekayaan Negara vyang dipinjamkan harus
merupakan barang yang tidak habis pakai.

@. Peminjam wajib memelihara dengan baik barang -
milik/kekayaan Negara yang dipinjemnya termasuk
menanggung biaya-biaya vyang diperlukan selama
peminjaman. ey '

. &

f. Jangka waktu peminjaman paling lama 2 (dua) tahun dan

apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali.

Peminjaman barang milik/kekayaan Negara hanya dapat
dilaksanakan antar instansi pemerintah.
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Persetujuan peminjaman barang milik/kekayaan Negara
ditetapkan sebagai berikut

a. Untuk barang bergerak dan barang tidak bergerak berupa
Gedung/Kantor, persetuiuan diberikan oleh Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran atas nama
Menteri Keuangan.

b. Untuk barang tidak bergerak berupa kapal dengan bobot
diatas 150 ton atau barang bergerak dengan' nilai
perolehan di atas Rp 1 milyar dan barang tidak
bergerak berupa tanah, persetujuan peminjaman
diberikan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama
Menteri Keuangan.

Untuk keperluan tersebut pada angka 4, Departemen/
Lembaga mengajukan usul permohonan kepada Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Anggaran setempat dan atau Menter:i
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran sesuai ketentuan
pada angka 4 huruf a dan b. - Yy

i

Bagian Keempat
Bangun Guna Serah (Built, Operate and Transfer/BOT)

Bangun Guna Serah pelaksanaannya adalah sebagai berikut

1.

Bangun Guna Serah barang mi1ik/kekayaan Negara hanya
dapat dilakukan dalam rangka menyediakan fasilitas
bangunan bagi instansi pemerintah yang memerlukan.

Bangun Guna Serah barang milik/kekayaan Negara harus
memenuhi persyaratan

a. Gedung yang dibangun berikut fasilitasnya harus sesuai
dengan kebutuhan instansi pemerintah sesuai dengan
tugas dan fungsi pokoknya.

b. Instansi pemerintah tersebut sudah memiliki tanah yang
belum dimanfaatkan. :“" !

¢. Dana untuk pembangunan berikut penyediaan fasilitasnya
tidak menbebani APRBN. :

d. Bangunan tersebut harus dapat dimanfaatian 1angsqu
aoleh 1instansi pemerintah sesuai bidang tugasnya baik

dalam masa pengoperasian maupun saat penyerahan
kembali.
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Pihak yang menyediakan bangunan tersebut (mitra Bangun
Guna serah/BOT) harus mempunyai kemampuan  keuangan dan
keahlian.

f. Mitra Bangun Guna serah/B0l harus membayar kontribusi
ke HKas Negara setiap tahun selama Jjangka waktu

pengoperasian.

g, Selama masa pengoperasian, tanah dan bangunan tetap
milik Departemen/Lembaga vang bersangkutan.

h. Penggunaan tanah dalam Bangun Guna serah/B0OT harus
sesual dengan RUTR.

1. Jangka waktu BOT paling lamahgﬁmiggﬁmpuluh 1ima) tahunlf
sejak dimulai masa pengoperasian. T

Bangun Guna Serah barang milik/kekayaan Negara dapatl
dilakukan denjfan BUMN/BUMD atau pihak swasta..

Bangun Guna serah barang milik/kekayaan Negara hanysa
dapat dilakukan berdasarkan persetujuan/keputuSPn Menterl
Keuangan. ' ' v

untuk mendapatkan mitra dalam Bangun Guna serah/BOT harus
dilakukan tender dengan mengikutsertakan sekurang-
kurangnya b (lima) peserta peminat, kecuali ditetapkan
lain oleh Menteri Keuangan.

Tata cara pelaksanaan BO't adalah sebagai’berikut :
a. ''ehap persiapan ;

1) Permohonan dari MenLeri/Ketua Lembaga kepada
MpnteriuKeuangan dengan‘dilengkapi dgta—data
sebagai berikut

a) "anah . lokasi/alamat, luas, status,
penggunaan saat ini.

b) Bangunan lokasi/alamat, luas, status/LHUBy
kondigi.

c) Hencana pembangunan gedung dengaﬁ-mempe;hgti-
kan ' [

(1) kOB (koofisien dasar bangunan) .
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(2) kLB (koofisien luas bangunan) .

(3) perkiraan luas bangunan yang diperlukan
Pemerintah dan rencanég berapa tingkat yang
akan dibangun.

{4) perkiraan masa pembangunan. .
{5) perkiraan masa pengelolaan/pengoperasian.

{6) perkiraan keuntungan yang akan diperoleh
Pemerintah.

(7) perkiraan investasl swasta.

b. l'ashap penelitian/penilaian usul oleh Menteri Keuangan.

1)

htY

N

/A

Usul Bangun Guna Serah/BUT tersebut ‘diteliti dan
diproses oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan
apabila telah memenuhi syarat administratif, maka
ditindak lanjuti dengan persetujuan Menteri
Keuangan, dengan petunjuk sebagai berikut:

a) Untuk mendapatkan calon beveloper hendaknya
ditawarkan secara lelang terbatas kepada peminat
dengan mengundang sekurangnya 5 (lima}
peminat/developer.

b} Perlu diswsun kerangka acuan/TOR (Term Of

TRASE-KH ARS-5

Heference) dengan syarat-syarat antara lain :
{1) rencana umum bangunan termasuk anggarannya.
{2) kewajiban pembayaran kepada Negara pertahun.

{3) jangka waktu peyerahan bangunan beserta
fasilitas vang konkrit.

{4) bagian dari bangunan serta fasilitas lainnya
vang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah
setelah bangunan siap pakai.

(5) persyaratan-persyaratan lain yahg bergaitan
dengan tanah dan bangunan.

¢) Untuk menyusun kerangka acuan/TOR, dibentuk im

Interdep dengan keputusan Menteri/Ketua Lembaga
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vang anggotanya terdiri dari wakil pepartemen
Keuangan, pepartemen pekerjaan Uymum € .«4-
Direktorat Jenderal cipte Karve, padan
rertanahan Nasional dan pDepartemen Teknis vyang
serta dari Badan pengawasan

mengusulkan
sebagai nara

Keuangan dan Pembangunan {BRKP)
sumber.

“d) rim Interdep mempunyail tugas :

TRASE-KIt ARS-5

(1) mempersiapkan ¢+OR dan dokumen tender yans

berish syarat—syarat yang harus dipenuhi

peserta tender meliputl kelengkapanD
administrasi

(n) Neracsa perusnhnan rerakhlr;

(b) baftar cusunan pemilik modal;

kS

(c) Daftar susunan pengurus;

{d) Akta pendirian perusahaan; g

A L

{e) Lzin usaha;

{f) Usulan nama kontraktor utama dan
pengalaman pekerjaan; '

{g) Usulan nama Konsultan Arsitektur dan
pengalaman pekerjaannya; :

(h) pengalaman pekerjaan peveloper;
(1) vaftar peralatan;

{j) sSurat keterangan NEWE S

(k) Heferensi bank (asli);

{1) Surat jaminan tender (asli) .

{2) melakukan penilaian terhadap penawaran vang
telah memenuhi persyaratan umum pelaksanaal
tender pengadaan barang Peﬁérintab Qari
aspek administrasi, teknis, ekonomis dan

pembiayaen yang akan digunakan sebagai bahan
dalam menetapkan pemenangnya meliputi *
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{a}) Masa pengelolaan;

(b) Besarnya retribusi/setoran dalam U5 §
per tahun kepada Negara;

{c) Besarnya ruangan dalam ukuran m2;
{d) Jumlah fasiltas parkir; .
(e) Kasilitas-faciltas lainnya.
{(f) Pergncunaan bangunan .
- Program ruang;
L . -  Gambar teknis perencanaan;
- '?erspektif berwarna;

~

- Daftar material.finishing;

~ Spesifikasi teknis bangqnanﬂi

- Maket., A
(g) Organisasi

(h) Rencana induk

{i) Cash ¥KFlow {(cash in flow dan cash out
flow)

{Jj) Administrasi
- Profil perusahaan:
- Jadwal rencana induk proyek;
- lncome Statement.

(k) I'ehnis

- Persyaratan Pemda;
.

e

- Disain;
-~ Bpesifikasi teknis)

- Daftar Material Finishing.
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(3) mempersiapkan surat perjanjian kerjasamasa
untuk digunakan sebagai dasar pelak=zanaan
Bangun Guna Serah/BOY.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Tim lnterdep
harus menggunakan Jasa konsultan dibidang

Property Management. " .

- Konsultan Propérty Management tersebut harus
mempunyai kemampuan dan rengalaman dibidang-
nya.

= Konsultan Property Management yang ditunjuk
mempunyai tugas sebagai berikut :

i. mMenyusun dan menjabarkan 1'OR. *
ii. membantu ‘I'im lnterdep Bangun Guns
Serah/BOT untuk mengevaluasi calon

Developer dan mengevaluasi proposal yang

masuk dari pihak Developer. ' s

iii. membantu Tim Interdep dalam negosiasi dan
menyuvsun kontrak BOY/Memorandum of Under-
standing (MOU).

(4) Menyampaikan hasil penelitian calon
Developer'kepada Menteri/Ketua Lembaga yang
bersangkutan, untuk dijadikan bahan dalam
menetapkan pemenang.

(56) Setelah pemenang ditetapkan, diadakeaen
Penanda tanganan MOU .antara Depa;temen
‘I'eknis dengan lDeveloper. '

b. Pelaksanaan Bangun Guna sSerah/golr.

1)

[y
S

3)
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Developer yang ditetapkan melaksanakan Bangun Guna
Serah/BOT sesuaij dengan kontrak/perjanjian,

Selama pelaksanaan pembangunan, Departemeq Tehnis

menunjuk Konsultan Pengawas., . &

Segala biaya berkenaan dengan persiapan dan
Pelaksanaan Bangun Gunsa Serah/BOY menjadi
tanggungjawah Developer,

3¥
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c. Penyerahan.

1)

Penyerahan kembali bangunan/gedung beserta
fasilitasnya kepada Departemen/Lembaga yang
bersangkutan dilaksanakan setelah masa pengoperasi-
an yang diperjanjikan berakhir dan setelah di audlt
terlebih dahulu oleh BPKP.

2} Audit oleh BPKP ditekankan terutama pada kewajaran

3)
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kondisi bangunan,

Penyerahan harus dituangkan dalam suatu berita
acara.
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PENUTUP

Hal-hal vang belum diatur didalam Lampiran Keputusah Menteri
Keuangan ini serta peninjauan kembali terhadap kriteria
kewenangan yang mempergunakan tolok ukur "nilai" dilakukan

dgngan Surat kdaran  Direktur Jenderal Anggaran atas namsa
Menteri Keuangan.
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